
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BUPATI BINTAN  

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 
 

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 30 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

  

PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  

PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BINTAN, 
 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakana pengelolaan keuangan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab 

perlu disusun petunjuk teknis; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan 

dasar. 

Mengingat :  1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 1999, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 2730);  

3. Undang-Undang …. 

SALINAN 
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   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

    6.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670);   

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

   8.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);    

9. Peraturan Pemerintah …. 
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  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 

Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahiun 2020 Nomor 476); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  14.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi Nomor 2 tahun 2022 Tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan 

Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 73); 

 
15. Peraturan …. 
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  15.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan 

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 405). 

     

   

MEMUTUSKAN:  

  

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR  

 

 

BAB I   

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.  

3. Bupati adalah Bupati Bintan.  

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan 

5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bintan. 

6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang  

melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk  

Sekolah  Dasar  (SD) dan  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  atau  

bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah  pertama  

(SMP)  dan  madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

7. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal terdiri dari satuan pendidikan 

dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendikan 

khusus. 

 

8. Satuan …. 
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8. Satuan Pendikan dasar yang selanjutnya disebut Satdikdas 

adalah pendidikan pada jalur pendidikan formal yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 

diselenggarakan pada Satdik berbentuk sekolah dasar atau 

bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan 

kelanjutan pendidikan pada Satdik yang berbentuk sekolah 

menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat. 

9. Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang selanjutnya disebut 

Satdikdas Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bintan 

10. Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang selanjutnya disebut 

Satdikdas Swasta adalah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah 

Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Bintan 

11. Kepala Satuan Pendidikan Dasar adalah guru yang diberi 

tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. 

12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh 

masyarakat yang peduli pendidikan. 

13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat 

BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya 

non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai 

pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan 

untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

14. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, 

pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, 

pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan 

pengawasan Dana BOS. 

15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS yang 

selanjutnya di singkat RKAS Dana BOS adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

17. Rencana …. 
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17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar 

penyusunan APBD 

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. 

19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bintan. 

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan pengunaan angaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disngkat 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan Sebagian tugas BUD. 

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

dinagkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap 

oleh pejabat pebina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

26. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang selanjutnya 

disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja Dana BOS pada Satdik. 

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 

SKPD …. 
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SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh PA. 

28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari 

Dana BOS antara Pemerintah Daerah dengan penerima 

hibah. 

29. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang masuk ke 

Rekening Satdik. 

30. Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan yang 

selanjutnya disebut PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan 

pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui 

Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan 

Pendidikan. 

31. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya 

disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD    

untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer 

yang tidak melalui rekening kas umum daerah. 

32. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya 

disingkat SP2H adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD 

untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang 

tidak melalui rekening kas umum daerah. 

33. Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana BOS yang 

selanjutnya disebut SPB Hibah Dana BOS adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan 

mengesahkan belanja hibah Dana BOS yang tidak melalui 

rekening kas umum daerah. 

34. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya 

disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA 

untuk mengajukan pencatatan dan   pengesahan   belanja 

pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah 

tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan 

menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanja. 

35. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat 

dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas 

umum daerah berdasarkan SP2B. 

 
36. Sisa …. 
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36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang 

selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama l (satu) 

periode anggaran. 

37. Sistem Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut 

Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh 

Kementerian yang menangani urusan di bidang pendidikan 

yang memuat data Satdik, peserta didik, pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang   

datanya bersumber dari Satdik yang terus menerus 

diperbaharui secara online. 

38. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat 

SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

39. Hari adalah hari kerja 

 

Pasal 2 

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Satuan Pendidikan Dasar dalam mengelola dana BOS. 

2. Petunjuk Teknis Dana BOS ini bertujuan agar; 

a. penggunaan Dana BOS tepat sasaran dalam mendukung 

penyelenggaraan proses belajar pada Satuan Pendidikan 

Dasar secara efektif dan efesien; dan 

b. pengelolaan Dana BOS dapat dilaksanakan dengan tertib 

administrasi, transfaran, akuntabel, tepat waktu dan 

terhindar dari penyimpangan   

 

Pasal 3 

Sasaran dana BOS adalah seluruh Satdikdas yang ada di 

daerah baik negeri maupun swasta. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pengelolaan Dana BOS yang diatur dalam 

Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Pejabat pengelola Keuangan Dana BOS dan Tim BOS 

b. Perencanaan …. 
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(2) Dalam …. 

b. Perencanaan dan Penganggaran 

c. Pelaksanaan dan penatausahaan; 

d. Pertanggungjawaban; 

e. Pelaporan; dan  

f. Pengawasan 

 

BAB III 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA BOS DAN TIM BOS 

Pasal 5 

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS 

setiap Satdikdas negeri. 

(2) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikdas 

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. PPKD selaku BUD; 

b. PA; 

c. Bendahara Pengeluaran SKPD; 

d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan 

e. Bendahara Dana BOS. 

(3) Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS 

sebagaimana dimaksud pada (2), ditetapkan setiap tahun 

bersamaan dengan penetapan PPKD. 

(4) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola 

keuangan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun 

anggaran yang lalu masih tetap berlaku. 

 

Pasal 6 

(1) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Mengesahkan DPA SKPD; 

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

c. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan 

keuangan daerah; 

d. Melakukan pengesahan belanja Dana BOS; dan 

e. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan dan belanja 

Dana BOS. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat 

mendelegasikan kepada Kuasa BUD. 

 

Pasal 7 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS; 

b. menyusun RKA-SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS 

Dana BOS; 

c. menyusun DPA-SKPD; 

d. menetapkan PPK-SKPD; 

e. mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari 

Dana BOS; 

f. mengelola   utang   dan   piutang   yang   bersumber   

dari Dana BOS; 

g. menandatangani dan menyampaikan SP2B Dana BOS; 

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana 

BOS SKPD, yang merupakan bagian laporan keuangan 

SKPD; dan 

i. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA mendelegasikan kepada 

pejabat administrasi. 

 

Pasal 8 

(1) PA dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, menetapkan   

PPK-SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan Dana 

BOS. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan rekonsiliasi   atas   penerimaan   dan belanja 

Dana BOS; 

b. menyiapkan SP2B Dana BOS; 

c. melaksanakan akuntansi SKPD; 

d. menyusun rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja 

Dana BOS; dan 

e. menyusun …. 
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e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

 

Pasal 9 

Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan wewenang: 

a. meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja 

Dana BOS; 

b. meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban Dana BOS 

dan/ atau sisa Dana BOS; 

c. melakukan rekonsiliasi atas: 

(1) penerimaan dan belanja Dana BOS; dan 

(2) sisa Dana BOS 

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara 

administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban 

secara fungsional kepada BUD secara periodik. 

 

Pasal 10 

(1)    Penanggung Jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dijabat oleh kepala Satdikdas; 

(2)    Penanggung   Jawab   Dana   BOS   sebagaimana   dimaksud 

pada ayat (1)   ditetapkan oleh kepala   daerah atas usul 

Kepala SKPD melalui PPKD; 

(3)    Penanggung   jawab   Dana   BOS   sebagaimana   dimaksud 

pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab: 

a. memastikan data siswa yang disampikan sesuai dengan 

kondisi riil di satuan pendidikan. 

b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satdikdas 

yang masuk dalam Dapodik. 

c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satdikdas 

sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen 

penggunaan Dana BOS. 

d. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam 

penggunaan Dana BOS. 

e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung 

jawaban penggunaan Dana BOS sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

f. bertanggung jawab secara formal dan material atas 

penggunaan dana BOS yang diterima. 

g. Menandatangani …. 
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g. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang 

menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah 

digunakan sesuai ketentuan yang berlaku 

(4)    Kepala Satdikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab secara formal dan material atas  belanja  

Dana  BOS yang dikelolanya. 

 

Pasal 11 

(1)    Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf e berasal dari tenaga kependidikan non guru 

yang berasal dari PNS. 

(2)    Dalam hal tenaga kependidikan non guru sebagaimana 

dimaksud   pada   ayat (1) tidak tersedia, ditunjuk dari 

tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS; 

(3)    Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati sesuai   dengan   

kewenangannya atas usul kepala SKPD melalui PPKD 

selaku BUD; 

(4)    Dalam hal pada Satdikdas   negeri   tidak   terdapat   tenaga   

keperdidikan non guru yang berasal dari PNS sebagaimana   

dimaksud pada   ayat (1) atau tidak terdapat tenaga   

kependidikan guru yang berasal dari PNS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), bupati sesuai dengan 

kewenangannya menugaskan kepala Satdikdas negeri 

merangkap sebagai Bendahara Dana BOS. 

(5)    Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada (1) 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS; 

b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS; 

c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku 

kas umum dan kas pembantu; 

d. membayar belanja dari Dana BOS; 

e. menerima dan menympan bukti pertanggungjawaban 

Dana BOS; 

f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas 

pembantu Dana BOS setiap bulan; 

g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan 

dan belanja Dana BOS setiap bulan; 

h. menyusun …. 
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h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi 

penggunaan Dana BOS setiap semester dan/atau sisa 

Dana BOS; 

i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi 

penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran; 

j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana 

BOS; 

k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang 

milik daerah dari Dana BOS; 

l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS; 

dan 

m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

(1)    Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pengelolaan Dana BOS pada Satdikdas. 

(2)    Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 

membentuk tim BOS. 

(3)    Tim BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. Pengarah; 

b. Penanggung ajwab; dan  

c. Tim Pelaksana 

(4)    Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dijabat oleh bupati. 

(5)    Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b terdiri atas: 

a. Ketua yang dijabat oleh sekretaris daerah; 

b. Anggota yang dijabat oleh kepala dinas dan kepala 

dinas/badan/biro lain yang terkait yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengelola keuangan daerah. 

(6)    Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dipimpin oleh sekretaris dinas. 

(7)     Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a. melakukan …. 
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a. melakukan verifikasi dan validasi data Satdikdas sesuai 

kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan 

kondisi riil. 

b.  melatih, membimbing dan mendorong Satdikdas sesuai 

kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data 

Satdikdas dalam Dapodik. 

c.  membantu dan mengupayakan Satdikdas sesuai 

kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk 

melakukan pendataan secara mandiri. 

d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan 

pengelolaan dana kepada Satdikdas sesuai kewenangan 

dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite 

Sekolah, dan/atau masyarakat. 

e. memerintahkan Satdikdas sesuai kewenangan untuk 

melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui 

aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satdikdas yang 

disediakan Kementerian. 

f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada 

Satdikdas sesuai kewenangan. 

g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan 

masyarakat dengan menyediakan saluran informasi 

khusus Dana BOS. 

h. memastikan Satdikdas sesuai kewenangan menyiapkan 

kelengkapan dan keabsahan isian data Satdikdas yang 

mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian 

data Satdikdas. 

i. memastikan Satdikdas sesuai kewenangan menyusun 

perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satdikdas. 

j. memastikan semua RKAS Satdikdas telah disusun 

sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran 

Dana BOS. 

k. memastikan semua RKAS Satdikdas telah diinput dalam 

Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS berbasis 

elektronik. 

l. memastikan semua Satdikdas sesuai dengan tahapan 

pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS. 

 

 

Pasal 13 …. 
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Pasal 13 

(1)    Pengelolaan Dana BOS dilakukan oleh kepala Satdikdas. 

(2)    Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), kepala 

Satdikdas membentuk tim yang terdiri atas: 

a. Kepala Satdikdas sebagai penanggung jawab 

b. Bendahara Dana BOS 

c. anggota 

(3)    Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang dari unsur guru; 

b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan 

c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik 

(4)    Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan orang tua/wali selain Komite 

Sekolah yang dipilih oleh kepala Satdikdas dan Komite 

Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak 

memiliki konflik kepentingan 

 

BAB IV 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 14   

(1)  Penerima dan penetapan dana BOS pada setiap Satdikdas 

berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh keputusan menteri 

yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. 

(2)  Perencanaan dan penganggaran Dana BOS setiap Satdikdas 

pada APBD yaitu: 

a. Dalam bentuk program dan kegiatan bagi satdik negeri; 

dan 

b. Dalam bentuk hibah bagi satdikdas swasta yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

(3)  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber 

dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4)  Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 

berdasarkan petunjuk teknis Penggunaan Dana BOS sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD. 

(5) Pengecualian …. 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


(5)  Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) termasuk: 

a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah   secara 

tertulis kepada Bupati; dan 

b. penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikdas swasta, tanpa 

menunggu penandatanganan NPHD. 

 

Pasal 15  

(1)  Hibah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal 14   ayat (4) 

dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala 

Dinas atas nama bupati dengan kepala satdikdas swasta 

yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima 

hibah. 

(2)  NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 

a. Pemberi dan penerima hibah; 

b. Tujuan pemberian hibah; 

c. Besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima; 

d. Hak dan kewajiban; 

e. Tata cara penyaluran hibah; dan 

f. Tata cara pelaporan hibah. 

(3)  Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan besaran 

Dana BOS pada daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada 

Satdikdas berdasarkan pada keputusan menteri yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. 

(4)   Format   NPHD   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 16 

(1)    Perencanaan dan penganggaran Dana BOS dilakukan 

sebelum Satdikdas menggunakan Dana BOS. 

(2)    Perencanaan dan penganggaran Dana BOS dituangkan 

dalam RKAS. 

(3)    RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk 1 

(satu) tahun penggunaan Dana BOS sesuai dengan 

kebutuhan Satdikdas untuk 1 (satu) tahun. 

(4) Kebutuhan …. 
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(4)    Kebutuhan Satdikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan 

Satdikdas. 

(5)    Evaluasi dan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan:  

a. Sesuai dengan pemenuhan standar nasional Pendidikan; 

dan 

b. Dilakukan dengan melibatkan seluruh warga Satdikdas. 

 

Pasal 17 

(1)    Kepala Satdikdas selaku pengelola dana BOS menyusun 

RKAS dana BOS berdasarkan alokasi Dana BOS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 

(2)    RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS. 

(3)    Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan 

Dana BOS yang ditetapkan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pendidikan. 

(4)    Kepala Satdikdas menyampaikan RKAS Dana BOS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. 

(5)    Kepala Dinas memverifikasi RKAS Dana BOS yang 

disampaikan oleh Kepala Satdikdas. 

(6)    RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan 

Dana BOS berbasis elektronik. 

(7)    Format RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

 

Pasal 18 

(1)    Verifikasi RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (5) meliputi: 

a. Kesesuaian RKAS dengan petunjuk teknis penggunaan 

Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(3); 

b. Kesesuaian penggunaan kode rekening dalam RKAS 

dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD; dan 

c. Kesesuaian …. 
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pemerintahan …. 

c. Kesesuaian alokasi pencairan belanja Dana BOS. 

(2)    Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja Dana BOS berdasarkan hasil 

verifikasi RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

Pasal 19 

(1)    Rencana pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) dianggarkan sesuai kode rekening 

pada: 

Kelompok  : Pendapatan Daerah. 

Jenis   : Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Obyek   : Pendapatan Dana BOS. 

Rincian Obyek  : Pendapatan Dana BOS. 

(2)    Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) dianggarkan sesuai kode rekening pada: 

Program   : Pengelolaan Pendidikan. 

Kegiatan   : BOS untuk PendidikanDasar. 

Kelompok  : Belanja Langsung. 

Jenis   : Sesuai kode rekening belanja berkenaan. 

Obyek   : Sesuai kode rekening belanja berkenaan. 

Rincian Obyek  : Sesuai kode rekening belanja berkenaan. 

(3)    Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan rekapitulasi rincian objek dalam lingkup daerah 

dan tidak disajikan berdasarkan Satdikdas Negeri. 

(4)    Penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berpedoman pada ketentuan Penyusunan RKA-SKPD. 

(5)    Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

 

Pasal 20 

(1)    Dalam hal alokasi Dana BOS yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan alokasi 

penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan 

penerima dan jumlah Dana BOS setiap satdikdas yang 

ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan 
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pemerintahan di bidang Pendidikan, pemerintah daerah 

melakukan penyesuaian alokasi dana BOS pada APBD. 

(2)    Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului 

Perda perubahan APBD. 

(3)    Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan 

APBD. 

(4)    Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD 

sebagaimana    dimaksud pada   ayat (2), materi   muatan 

Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 

dalam laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 21 

(1)    Kepala Satdikdas negeri dapat melakukan perubahan 

belanja pada RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) untuk menyesuaikan kebutuhan 

komponen penggunaan dalam SNP. 

(2)    Perubahan belanja RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada rincian objek belanja dalam 

satu objek, dan antar objek dalam satu jenis belanja RKAS 

Dana BOS. 

(3)    Perubahan belanja RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Satdikdas negeri dan 

disetujui oleh komite sekolah. 

(4)    Perubahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan oleh kepala Satdikdas negeri kepada 

kepala dinas. 

 

BAB V 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

Pasal 22 

(1)    Satdikdas menerima Dana BOS melalui rekening Dana BOS, 

dan diakui sebagai pendapatan. 

(2)    Rekening dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan bupati. 

(3) Pembukaan …. 
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(3)    Pembukaan Rekening dana BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diusulkan kepada PPKD. 

(4)    Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

langsung dalam rangka pelayanan pendidikan sesuai RKAS 

yang telah ditetapkan. 

(5)    Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan 

lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada bank 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro 

dan/atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6)    Dalam hal Dana BOS tidak digunakan seluruhnya pada 

tahun anggaran berkenaan, maka Dana BOS tersebut 

digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(7)    Bendahara Dana BOS melaporkan Dana BOS yang tidak 

digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas. 

 

Pasal 23 

(1)    Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satdikdas sesuai 

dengan perencanaan dan penganggaran Dana BOS 

(2)    Setiap penggunaan Dana BOS oleh Satdikdas dicatat secara 

lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, 

termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan. 

(3)    Uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (tidak boleh lebih dari Rp. 

5.000.000,00 / lima juta Rupiah) 

(4)    Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh 

Satdikdas diinput ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan 

Dana BOS berbasis elektronik. 

(5)    Penginputan penggunaan dana dalam Sistem Informasi 

Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setiap waktu oleh 

Satdikdas 

 

 

Pasal 24 …. 
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kriteria …. 

Pasal 24 

(1)    Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang selanjutnya di 

singkat PBJ Satuan Pendidikan meliputi seluruh kegiatan 

belanja barang/jasa yang dibutuhkan Satdikdas. 

(2)    Pelaku PBJ Satuan Pendidikan terdiri atas: 

a. Pelaksana; dan 

b. Penyedia 

(3)    Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

merupakan kepala Satdikdas. 

(4)    Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang 

dan bertanggung jawab melaksanakan PBJ Satuan 

Pendidikan. 

 

Pasal 25 

(1)    Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), 

kepala Satdikdas dapat menunjuk pendidik dan/atau 

tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja 

untuk melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan. 

(2)    Penunjukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala 

Satdikdas. 

 

Pasal 26 

(1)    Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b 

berupa: 

a. perorangan; atau 

b. badan usaha 

(2)    Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

syarat dan kriteria: 

a. memiliki nomor pokok wajib pajak; 

b. memiliki identitas penyedia; dan 

c. mempunyai kemampuan untuk menyediakan 

barang/jasa. 

(3)     Selain syarat dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), PBJ Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi 

Pengadaan Satuan Pendidikan harus memenuhi syarat dan 
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(2) Dalam …. 

kriteria sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi 

Pengadaan Satuan Pendidikan 

 

Pasal 27 

(1)    Persiapan pengadaan merupakan kegiatan untuk 

menetapkan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan. 

(2)    Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi: 

a. jumlah barang/jasa; 

b. spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa; 

c. waktu dan lokasi serah terima; 

d. alokasi anggaran; dan 

e. persyaratan penyedia. 

(3)    Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang 

bernilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(4)    Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Pelaksana berdasarkan: 

a. kebutuhan barang/jasa Satdikdas; dan 

b. rencana kegiatan dan anggaran Satdikdas 

 

Pasal 28 

(1)    Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf b meliputi: 

a. pemilihan dan penetapan calon Penyedia; dan 

b. pembuatan kesepakatan pengadaan. 

(2)    Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan dokumen 

perencanaan PBJ Satuan Pendidikan. 

 

Pasal 29 

(1)    Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, untuk pengadaan 

barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) harus diiakukan melalui perbandingan 

harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan 3 

(tiga) calon Penyedia. 
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(2)    Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya 

terdapat 2 (dua) calon Penyedia, maka perbandingan harga 

dan kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan dengan 2 (dua) calon Penyedia. 

(3)    Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya 

terdapat 1 (satu) calon Penyedia, maka pemilihan dan 

penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa 

bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

harus dilakukan melalui negosiasi harga barang/jasa 

dengan calon Penyedia. 

 

Pasal 30 

(1)    Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayal (1) huruf a untuk pengadaan 

barang/jasa yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) harus dilakukan melaiui perbandingan 

harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan 2 (dua) 

calon Penyedia. 

(2)    Dalam hal jumlah calon Penyedia terbatas dan hanya 

terdapat 1 (satu) calon Penyedia, maka pemilihan dan 

penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa 

bernilai di atas Rp50.000.000,O0 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

harus dilakukan melalui negosiasi harga barang/jasa dengan 

calon Penyedia. 

(3)    Pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan 

barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui 

perbandingan harga dan kualitas barang/jasa atau negosiasi 

harga barang/jasa dengan calon Penyedia. 

 

Pasal 31 

Pembuatan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayal (1) huruf b dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Pelaksana dan Penyedia yang dibuktikan dengan 

perjanjian. 

 
Pasal 32 …. 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


(2) Pembatalan …. 

Pasal 32 

(1)  Pelaksanaan kesepakatan pengadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 meliputi: 

a. pengirimanbarang/jasa; 

b. pemeriksaanbarang/jasa; 

c. penerimaan barang/jasa; dan 

d. pembayaran 

(2)  Pengiriman barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan oleh Penyedia. 

(3)  Pemeriksaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilakukan oleh Pelaksana terhadap kesesuaian: 

a. spesifikasibarang/jasa; 

b. kuantitas barang/jasa; dan 

c. kondisibarang/jasa 

(4)  Dalam hal hasil pemeriksaan barang/jasa tidak sesuai 

dengan kesepakatan, Penyedia wajib melakukan penyesuaian 

barang/jasa dalam jangka waktu yang disepakati. 

(5)  Penerimaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilakukan apabila hasil pemeriksaan barang/jasa 

sesuai dengan kesepakatan. 

(6)  Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan di luar Sistem 

Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dilakukan oleh 

Pelaksana kepada Penyedia setelah penerimaan barang/jasa. 

(7)  Dalam hal Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka 

pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tunai dan 

dalam hal tertentu menggunakan uang muka sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8)  Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

untuk PBJ Satuan Pendidikan yang dilakukan melalui Sistem 

Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, dilakukan sesuai 

dengan mekanisme pembayaran dalam Sistem Informasi 

Pengadaan Satuan Pendidikan. 

 

Pasal 33 

(1)  Kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan dapat dilakukan 

pembatalan. 
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(2)  Pembatalan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak 

pelaku PBJ Satuan Pendidikan. 

 

Pasal 34 

Biaya yang timbul akibat dari ketidaksesuaian barang/jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) merupakan 

tanggung jawab Penyedia. 

 

Pasal 35 

PBJ Satuan Pendidikan selesai dilaksanakan setelah kesepakatan 

telah dilaksanakan oleh Pelaku PBJ Satuan Pendidikan. 

 

Pasal 36 

Dalam hal terjadi penggantian kepala Satdikdas dan/atau 

perubahan Satdikdas, maka penyelesaian PBJ Satuan pendidikan 

dilakukan oleh kepala Satdikdas yang baru. 

 

Pasal 37 

(1)  PBJ Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui Sistem 

Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan. 

(2)  PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan terhadap barang/jasa Satdikdas yang memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

a. standar atau dapat distandarkan; 

b. memiliki sifat risiko rendah; dan 

c. harga sudah terbentuk di pasar. 

(3)  Standar operasional penyelenggaraan Sistem Informasi 

Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi 

urusan pendidikan. 

 

Pasal 38 

(1)  PBJ Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan di luar Sistem 

Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan terhadap: 

a. barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); atau 

b. barang …. 
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b. barang/jasa …. 

b. barang habis pakai dengan nilai transaksi paling banyak 

Rp1.O00.000,00 (satu juta rupiah). 

(2)  Selain barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PBJ 

Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan di luar Sistem 

Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan apabila Satdikdas 

belum memiliki koneksi internet. 

 

Pasal 39 

(1)  Pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan harus disertai dengan 

bukti PBJ Satuan Pendidikan. 

(2)  Bukti PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan; 

b. dokumen hasil pembandingan; 

c. dokumen hasil negosiasi; 

d. surat pemesanan; 

e. surat hasil pemeriksaan barang/jasa; 

f. berita acara serah terima; dan 

g. bukti pembayaran. 

 

Pasal 40 

(1)  Bukti PBJ Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui 

Sistem Pengadaan di Satdikdas tersedia dan terdokumentasi 

dalam Sistem Pengadaan di Satdikdas. 

(2)  Bukti PBJ Satuan Pendidikan di luar Sistem Pengadaan di 

Satdikdas sesuai dengan format yang tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 41 

(1)  Pengadaan barang/jasa khusus merupakan PBJ Satuan 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pelaksana dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan Satdikdas terhadap barang/jasa yang 

bersifat khusus. 

(2)  Barang/jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. barang/jasa yang terbatas atau belum dapat dilepas ke 

pasar; 
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b. barang/jasa yang memiliki hak kekayaan intelektual atau 

lisensi terbatas; dan/atau 

c. barang/jasa yang memiliki spesifikasi khusus yang 

ditetapkan Kementerian. 

(3)  Barang/jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) digunakan untuk melaksanakan program 

prioritas Kementerian. 

(4)  Barang/jasa yang bersifat khusus yang digunakan untuk 

melaksanakan program prioritas Kementerian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 

(5)  PBJ Satuan Pendidikan terhadap barangjasa yang bersifat 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan. 

(6)  PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan oleh Pelaksana dan/atau Penyedia yang 

ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan 

pendidikan. 

 

Pasal 42 

(1)  Dalam hal terdapat sengketa antara Pelaksana dan Penyedia, 

penyelesaian sengketa harus dilakukan secara musyawarah 

dan mufakat atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. 

(2)  Dalam hal musyawarah dan mufakat atau mekanisme 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat 

menyelesaikan sengketa PBJ Satuan Pendidikan maka 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur 

pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 43 

(1)    Bendahara Dana BOS mencatat realisasi pendapatan dan 

belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu 

Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu 

Pajak.  

(2)    Bendahara Dana BOS menyampaikan Buku Kas Umum dan 

Buku Pembantu Kas Tunai kepada Kepala Satdikdas dengan 

dilengkapi bukti - bukti pendapatan dan belanja yang sah. 

(3) Penyampaian …. 
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(4) Penyampaian …. 

(3)    Penyampaian Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas 

Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. 

(4)    Kepala Satdikdas melakukan pengecekan atas kebenaran 

Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum mengesahkan 

dengan menandatangani laporan tersebut. 

 

BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 44 

(1)    Kepala Satdikdas bertanggungjawab secara formal dan 

material atas pendapatan dan belanja Dana BOS. 

(2)    Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 45 

(1)    Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi 

Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satdikdas Negeri 

berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, 

dan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah. 

(2)    Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Dana BOS Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan setiap Semester. 

(3)    Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi 

Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Kepala Satdikdas Negeri dilengkapi 

dengan: 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala  

Satdikdas; 

b.  Laporan Belanja Modal; dan 

c.  Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Kesesuaian  

Belanja Modal. 
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(4)    Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya 

setelah semester yang bersangkutan berakhir. 

(5)    Kepala Satdikdas Negeri melakukan pengecekan atas 

kebenaran Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana 

BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum 

mengesahkan dengan menandatangani laporan dimaksud. 

 

Pasal 46 

(1)    Kepala Satdikdas menyampaikan Laporan Realisasi 

Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (5) kepada Kepala Dinas dengan 

melampirkan: 

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala 

Satdikdas; 

b. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai; dan 

c. Salinan rekening koran bank atas rekening dana BOS 

sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan. 

(2)    Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah Semester bersangkutan berakhir. 

 

Pasal 47 

(1)    Kepala Dinas melakukan verifikasi atas Laporan Realisasi 

Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1). 

(2)    Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kelengkapan laporan yang dilampirkan, kesesuaian 

pencatatan anggaran dan realisasi serta tidak terdapat 

pelampauan anggaran serta kesesuaian jumlah.  

(3)    Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dinyatakan sesuai, Kepala Dinas menyampaikan Surat 

Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Satdikdas Negeri 

kepada PPKD selaku BUD. 

 
(4) Dalam …. 
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(4)    Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Dinas mengembalikan 

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS 

kepada Kepala Satdikdas negeri untuk disempurnakan.  

(5)    Penyampaian SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 

setelah Semester bersangkutan berakhir. 

(6)    SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri 

dengan: 

a. Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Kepala Satdikdas; dan 

b. Salinan rekening koran bank atas rekening dana BOS 

per tanggal akhir pada bulan berkenaan. 

(7)    SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menginformasikan pula sisa Dana BOS yang belum 

digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 48 

(1)    Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan 

Belanja (SPB) Satuan Pendidikan Negeri. 

(2)   Mekanisme penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3)    PPKD selaku BUD melakukan pencatatan akuntansi atas 

realisasi pendapatan dan belanja dana BOS berdasarkan 

SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri. 

(4)    Pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Laporan 

Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

berdasarkan pencatatan akuntansi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

 

Pasal 49 

(1)    Sisa Dana BOS Satdikdas negeri pada akhir tahun anggaran 

dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui dinas dan    

tetap di rekening bank Satdikdas negeri. 

(2) Sisa …. 
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(2)    Sisa Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diakui sebagai SiLPA penerimaan pembiayaan pada 

APBD. 

(3)    Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pelaporan 

keuangan SKPD direviu oleh aparat pengawas internal 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4)    Sisa Pengelolaan Dana BOS yang telah mendapatkan 

pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya   

dengan   mempedomani   Juknis   Penggunaan Dana BOS 

tahun anggaran berikutnya 

 

 

BAB VIII 

PENGAWASAN 

Pasal 50 

(1)    Kepala Dinas dan Kepala Satdikdas melakukan pengawasan 

secara berjenjang terhadap pengelolaan Dana BOS sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)    Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan 

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan 

pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintan 

Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Block Grant 

Sekolah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan 

Tahun 2017 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 
Pasal 52 …. 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://jdihn.go.id/pencarian/detail/590106
https://jdihn.go.id/pencarian/detail/590106
https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


Pasal 52 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bintan.   

 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan 

    pada tanggal 20 Juni 2022 

Plt. BUPATI BINTAN 

 dto 

          

ROBY KURNIAWAN 

 

 

 

Diundangkan di Bandar Seri Bentan 

pada tanggal 20 Juni 2022 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BINTAN 

 dto 

 

KARTINI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 30  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 JDIH.BINTANKAB.GO.ID 

 

https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BINTAN 

NOMOR  : 30 Tahun 2022 
TANGGAL : 20 Juni 2022 

 
 

A. Format Naskah Perjanjian Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah Antara 
Kepala Dinas dengan Kepala Satdikdas Swasta 
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B. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 
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C. Format RKA-SKPD 
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D. Format DPA-SKPD 
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E. Format Surat Undangan PBJ 

Surat Undangan PBJ merupakan bukti dokumen pemasukan penawaran 
penyedia barang dan jasa yang diundang oleh Satuan Pendidikan kepada 

Penyedia paling sedikit meliputi: 
a. kesepakatan atas harga barang/jasa; 

b. kesepakatan atas jumlah dan spesifikasi teknis barang/jasa;dan 
c. Kesepakatan atas waktu pemenuhan barang/jasa 

 
Format Surat Undangan PBJ untuk pelaksanaan diluar sistem informasi 
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F. Format Dokumen Perencanaan 

Format dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan paling sedikit 
memuat hal sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. 
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G. Format Hasil Pembandingan 

Format dokumen hasil pembandingan paling sedikit memuat hal sesuai 
dengan contoh gambar sebagai berikut. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

H. Format Hasil Negosiasi 
Format dokumen hasil negosiasi paling sedikit memuat hal sesuai dengan 

contoh gambar sebagai berikut. 
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I. Format Surat Pemesanan 

Surat pemesanan merupakan bentuk perjanjian sebagai bukti tercapainya 
konsensus antara Satuan Pendidikan dengan Penyedia paling sedikit 

meliputi: 
d. kesepakatan atas harga barang/jasa; 

e. kesepakatan atas jumlah dan spesifikasi teknis barang/jasa;dan 
f. Kesepakatan atas waktu pemenuhan barang/jasa 

 
Format Surat Pemesanan untuk pelaksanaan diluar sistem informasi 
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J. Format Surat Perintah Kerja 
Format surat perintah kerja paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh 
gambar sebagai berikut. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


K. Format Surat Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa 

Format surat hasil pemeriksaan barang/jasa paling sedikit memuat hal 
sesuai dengan contoh gambar sebagai berikut. 
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L. Format Berita Acara Serah Terima  

Format berita acara serah paling sedikit memuat hal sesuai dengan contoh 
gambar sebagai berikut. 
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M. Format Buku Kas Umum 
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N. Format Buku Pembantu Kas 
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O. Format Buku Pembantu Bank 
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P. Format Buku Pembantu Pajak 
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Q. Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


R. Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Setiap 

Semester 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

JDIH.BINTANKAB.GO.ID 
 

https://bit.ly/JdihKabupatenBintan


S. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak  
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T. Format Rekapitulasi Pembelian Barang Milik Daerah dari Dana BOS Satdik 

Negeri 
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U. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Setiap Tahap 

Penyaluran 
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V. Format SP2B Dana BOS Satdik Negeri pada APBD Daerah 
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W. Format SPB Dana BOS Satdik Negeri 
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X. Format SP2H Dana BOS 
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Y. Format Berita Acara Rekonsiliasi Dana BOS Satdik Negeri 
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Plt. BUPATI BINTAN 

 

               dto 

 

ROBY KURNIAWAN 
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